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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pulau Belitung merupakan pulau terbesar kedua setelah pulau Bangka di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain Pulau Bangka dan Pulau Belitung,

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga mempunyai pulau-pulau kecil,

diantaranya Pulau Sellu, Pulau Mendanau, gugusan kepulauan Nangka,

Memperak, Buku Limau, Sekunyit, dan gugusan kepulauan Long. Pulau Belitung

terletak pada posisi yang sangat strategis dalam jalur perdagangan dan

perekonomian di Asia Tenggara, Asia, dan Indonesia. Aktivitas masyarakat di

Pulau Belitung didominasi oleh kegiatan pesisir dan kegiatan penambangan timah.

Aktivitas masyarakat di pesisir berupa nelayan dan pariwisata pesisir, sehingga

permukiman masyarakat di Pulau Belitung lebih terkosentrasi pada kawasan-

kawasan pesisir. Sedangkan aktivitas penambangan timah dilakukan di kawasan

pedalaman Pulau Belitung, baik penambangan skala besar yang dilakukan oleh

negara, sawasta, maupun penambangan skala kecil yang dilakukan secara illegal

oleh masyarakat. Sistem penambangan timah yang dilakukan di Pulau Belitung

umumnya sistem tambang terbuka (open cut mining), sehingga akan

meninggalkan lahan-lahan bekas tambang yang terbuka dan umumnya tidak dapat

lagi ditumbuhi oleh vegetasi hutan. Selain itu, kegiatan penambangan timah di

Pulau Belitung dilakukan pada kawasan hutan, hal ini mengakibatkan terjadinya

konversi lahan hutan yang tidak terkendali (Anonimous, 2007 dan Bidayani,

2009)
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Kondisi saat ini di Pulau Belitung sudah sangat memprihatinkan, karena

kerusakan lahan hutan sebagai cadangan karbon alami yang sudah sangat parah

akibat aktivitas penambangan timah, kawasan pesisir Pulau Belitung juga

terancam kehilangan keanekaragaman hayati akibat kerusakan lingkungan yang

disebabkan oleh menumpuknya limbah-limbah berbahaya dari aktivitas

penambangan timah yang dibuang ke sungai yang semuanya bermuara ke laut

(Anonimous, 2007). Hal ini akan mengakibatkan akan merusak vegetasi alami

pesisir yang juga berfungsi sebagai cadangan karbon alami di kawasan pesisir.

Aktivitas penambangan timah dan kegiatan perekonomian pesisir di Pulau

Belitung mempengaruhi pola perubahan tutupan lahan untuk permukiman yang

lebih terkosentrasi pada kawasan-kawasan pesisir. Hermon (2010a), Hermon

(2010b), Hermon (2012b), dan Hermon (2015) menjelaskan bahwa pembangunan

permukiman dapat menyebabkan perubahan tutupan lahan, karena lahan

permukiman semakin mendominasi dan mendesak lahan-lahan alami (hutan)

untuk berubah fungsi, sehingga hutan sebagai cadangan karbon alami akan

berkurang yang secara langsung akan mengakibatkan terjadinya perubahan-

perubahan cadangan karbon pada setiap tahunnya. Dinamika perubahan tutupan

lahan (hutan) dan kawasan pesisir menjadi lahan penambangan timah dan

permukiman terus terjadi. Pada periode tahun 1995-2015, luas perubahan tutupan

lahan (hutan) dan kawasan pesisir menjadi lahan penambangan dan permukiman

meningkat sebesar 70% (BPS Kabupaten Belitung, 2016).

Karbon sangat mempengaruhi terjadinya perubahan iklim (Murdiyarso,

2003a; Hermon 2014a), kestabilan lingkungan (Hermon, 2014d), siklus hidrologi
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(Hermon 2012a), dan bencana hidrometerologi (Hermon, 2012a dan Hermon

(2014a), sehingga akan berdampak negatif pada keberlanjutan bumi beserta isinya.

Lusiana et al, (2005); Departemen Kehutanan dan IFCA (2007); WWF (2008);

Hermon (2010b), menjelaskan bahwa sekitar 20% dari emisi gas rumah kaca

(GRK) dunia disebabkan oleh deforestasi atau perubahan tutupan lahan hutan

menjadi lahan tambang, lahan terbuka (lahan bekas tambang), dan lahan

permukiman. Emisi Karbon di Indonesia akibat perubahan tutupan lahan hutan

sebagai cadangan karbon alami menjadi lahan tambang dan lahan permukiman

adalah sekitar 20 % dari total emisi karbon dunia.

Pentingnya cadangan karbon di inisiatif  secara global melalui Kyoto

Protocol (Murdiyarso, 2003b), bahwa hutan bukan sekedar tumpukan kayu yang

dapat mendatangkan devisa sesaat yang sering juga menimbulkan bencana jika

dimanfaatkan tanpa kendali tetapi merupakan komoditi global yang memiliki

potensi selain kayu. Berkaitan dengan kemampuan hutan dalam menyerap

karbon, perdagangan emisi atau perdagangan karbon merupakan sebuah

paradigma baru dalam sektor kehutanan dan dapat menjadi peluang bagi

Indonesia sebagai negara berkembang untuk mendapatkan devisa melalui

Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM)

(Murdiyarso, 2003c)

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menyusun perubahan cadangan karbon

akibat perubahan tutupan lahan menjadi lahan permukiman dan pariwisata pesisir

pada dua seri tahun (1995 dan 2015) untuk menyusun arahan kebijakan
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penggunaan lahan untuk pariwisata pesisir berbasis cadangan karbon di

Kabupaten Belitung. Untuk menjawab tujuan tersebut, hal-hal yang dilakukan

adalah:

1. Menyusun model spasial dan dinamika perubahan tutupan lahan pesisir

menjadi lahan permukiman dan pariwisata di Kabupaten Belitung

2. Meneliti perubahan cadangan karbon akibat terjadinya perubahan tutupan

lahan menjadi lahan permukiman dan pariwisata pesisir di Kabupaten Belitung

3. Menyusun arahan kebijakan pengembangan pariwisata pesisir berbasis

cadangan karbon di Kabupaten Belitung
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Perubahan   Cadangan   Karbon   akibat  Perubahan Tutupan Lahan
menjadi Lahan Permukiman dan Pariwisata Pesisir

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang ditandai dengan

berubahnya suhu dan distribusi curah hujan. Kontributor terbesar bagi terjadinya

perubahan tersebut adalah gas-gas di atmosfer yang sering di sebut gas rumah

kaca (GRK) seperti karbondioksida (CO2), methana (CH2) dan nitorus oksida

(N2O) yang konsentrasinya terus mengalami peningkatan. Gas-gas tersebut

memiliki kemampuan menyerap radiasi gelombang panjang yang bersifat panas

sehingga suhu bumi akan semakain panas jika jumlah gas-gas tersebut meningkat

di atmosfer (Najiyati et al, 2005).

Tingginya peningkatan konsentrasi CO2 disebabkan oleh aktivitas

manusia terutama perubahan tutupan lahan dan penggunaan bahan bakar fosil

untuk transportasi, pembangkit tenaga listrik dan aktivitas industri. Secara

akumulatif, penggunaan bahan bakar fosil dan perubahan tutupan lahan ke

permukiman lainnya memberikan sumbangan sekitar setengah dari emisi CO2 ke

atmosfir yang disebabkan oleh manusia, tetapi dampak yang terjadi saat ini

mempunyai rasio 3:1. Pada aktivitas pembakaran bahan bakar fosil berarti karbon

yang telah diikat oleh tanaman beberapa waktu yang lalu dikembalikan ke

atmosfir. Dalam kegiatan konversi lahan-lahan alami dan perubahan penggunaan

lahan berarti karbon yang telah disimpan dalam bentuk biomasa dilepaskan ke

atmosfir melalui pembakaran (tebas dan bakar). Cadangan karbon dari suatu

tutupan lahan juga dapat dipindahkan melalui penebangan kayu, hanya saja
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kecepatannya dalam melepaskan karbon ke atmosfir tergantung pada penggunaan

kayu tersebut. Diperkirakan bahwa antara tahun 1990-1999, perubahan tutupan

lahan memberikan sumbangan sekitar 1.7 Gt tahun-1 dari total emisis CO2

(Lusiana et al, 2005).

Karbon dari lahan hutan terdiri atas karbon yang terdapat dalam pohon,

tumbuhan bawah, dan serasah. Kandungan karbon dalam pohon di hutan berkaitan

erat dengan kandungan biomasa pohon tersebut. Besarnya kandungan karbon dan

biomasa pohon bervariasi berdasarkan perbedaan bagian tumbuhan (batang,

cabang, ranting, daun, bunga, buah, dan akar). Pada tumbuhan bawah, kandungan

karbon dan biomasanya dipengaruhi oleh macam tumbuhan bawah penyusunnya,

misalnya tumbuhan berkayu dan tumbuhan tidak berkayu beserta bagian

tumbuhan. Demikian juga halnya dengan kandungan karbon dan biomasa pada

serasah yang dipengaruhi oleh komponen-komponen penyusunnya, misalnya kayu

busuk, daun, ranting.

Konferensi Rio de Jeinero tahun 1992 mengidentifikasi bahwa emisi CO2

ke atmosfir merupakan salah satu isu lingkungan global yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, maka dibentuklah The United Nations Framework Convention on

Climate Change (UNFCCC) yang menangani kerangka kerja sama antar

pemerintah dalam kaitannya dengan perkembangan perubahan iklim.

Menindaklanjuti hal tersebut, Protokol Kyoto menyusun langkah awal dalam

menerapkan usaha-usaha untuk menghentikan peningkatan emisi dan

mengembalikan emisi bersih di negara-negara industri seperti sebelum tahun

1990. Karena perubahan lahan dapat menjadi sumber dan rosot (sink) bagi CO2
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maka laju deforestasi untuk permukiman dan pertumbuhan vegetasi berkayu

menjadi bahan perdebatan secara global (Lusiana et al, 2005).

WWF (2008) menjelaskan bahwa sekitar 20 % dari emisi gas rumah kaca

(GRK) dunia disebabkan oleh deforestasi atau perubahan tutupan lahan hutan

menjadi lahan permukiman, bahkan di negara-negara yang memiliki

keanekaragaman hayati yang tinggi seperti Indonesia dan Brazil. Emisi dari

penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan Indonesia pada

tahun 2000 diperkirakan sebesar 2.563 Mt CO2 atau sama dengan 20 % dari total

emisi perubahan lahan dan hutan dunia, sebagian besar penyumbang emisi ini

adalah deforestasi dan degradasi hutan.

Dinamika cadangan karbon juga tergantung pada dinamika perubahan

tutupan lahan menjadi lahan permukiman. Dinamika perubahan tutupan lahan

menjadi lahan permukiman merupakan suatu proses perubahan keadaan lahan dari

suatu keadaan ke keadaan yang lain. Perubahan keadaan tersebut biasanya

didasarkan pada waktu yang berbeda pada analisis ruang yang sama, baik

berlangsung secara alami maupun secara artifisial, dengan campur tangan manusia

yang mengatur arah perubahan keadaan tersebut (Riyadi, 2001 dan Antrop, 2004).

Menurut Kaur et al. (2004), dinamika perubahan tutupan lahan untuk

permukiman dipengaruhi oleh pergerakan manusia dalam membangun

permukiman serta pindahnya fungsi-fungsi wilayah, seperti pendidikan, industri,

perdagangan, dan lain sebagainya. Yunus (1991) mengatakan bahwa terdapat

faktor pendorong dan faktor penarik yang menyebabkan penduduk dan fungsi-

fungsi wilayah berkembang ke daerah pinggir, yaitu faktor pendorong yang
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berhubungan dengan daerah asal dan faktor penarik yang berkaitan dengan daerah

tujuan. Pribadi et al. (2006), Zain et al. (2006), dan Suwedi et al. (2006),

menjelaskan bahwa dengan pesatnya pembangunan akan menyebabkan perubahan

tutupan lahan, dimana ruang terbangun semakin mendominasi dan mendesak

ruang-ruang alami untuk berubah fungsi.

Hasil penelitian van Lier (1998), Nnkya (1999), dan Pribadi et al. (2006)

menunjukkan bahwa perubahan alami di suatu wilayah lebih dominan di dorong

oleh terjadinya perluasan aktivitas ekonomi, pertanian, dan perkebunan-

perkebunan besar yang selanjutnya akan menyebabkan terjadinya perluasan

permukiman ke wilayah pinggir (urban fringe). Pembukaan lahan hutan untuk

aktivitas pertanian dan permukiman akan berdampak pada makin  berkurangnya

fungsi ekosistem, sehingga arahan kebijakan adalah perlu menata kembali

aktivitas permukiman dan pertanian dalam konteks ruang agar tidak mengeser

kepentingan ekologis.

Gallent  dan Kim (2001), Lenz dan Stary (1995), Amdan (2004), Bielders,

et al. (2004), dan Giyarsih (2005) menambahkan bahwa kecenderungan

pergeseran fungsi-fungsi kekotaan ke daerah pinggiran (urban fringe), disebut

dengan proses perembetan kenampakan fisik kekotaan ke arah luar (urban

sprawl), sehingga daerah pinggiran kota akan mengalami proses transformasi

spasial. Proses densifikasi permukiman yang terjadi di daerah pinggiran kota

merupakan realisasi  dari meningkatnya kebutuhan ruang di daerah perkotaan.

Pada kondisi topografi pinggiran kota yang berbukit, secara fisik lahan tidak bisa
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dikembangkan untuk permukiman, tetapi dengan terjadinya proses densifikasi

akan menimbulkan konversi lahan menjadi daerah permukiman.

B. Sistem  Informasi Geografi (SIG) untuk Analisis Spasial Perubahan
Cadangan Karbon dan Tutupan Lahan

Pengembangan GIS yang terkait dengan dinamika cadangan karbon dan

tutupan lahan merupakan suatu rancangan dari penerapan sebuah sistem informasi

dengan tiga kegiatan utama, yaitu: (1) input data perubahan tutupan lahan, (2)

pemrosesan data dengan melakukan perhitungan dan pengabungan data, dan (3)

informasi data sebagai out put yang berupa peta-peta yang berhubungan dengan

sebaran cadangan karbon pada masing-masing tutupan lahan (Carver, 1991; Hall

et al., 1997).

Hasil analisis keruangan dengan sistem informasi geografi yang berupa

peta-peta dinamika cadangan karbon yang dapat digunakan sebagai dasar

penyusunan kebijakan tutupan lahan untuk permukiman yang tepat (Dake, 1991;

Mather, 1997; Carver et al. 2000; serta Benson dan Twigg, 2004). Ada beberapa

alasan penggunaan SIG di berbagai disiplin ilmu, yaitu: (1) SIG sangat efektif di

dalam membantu proses-proses pembentukan, pengembangan atau perbaikan

petamental yang telah dimiliki oleh setiap orang, (2) SIG menggunakan data

spasial maupun atribut secara terintegrasi hingga sistemnya dapat menjawab

pertanyaan spasial, (3) SIG memiliki kemampuan-kemampuan untuk

menguraikan unsur-unsur yang terdapat dipermukaan bumi ke dalam bentuk layer

atau coverage data spasial, (4) SIG memiliki kemampuan-kemampuan yang

sangat baik dalam memvisualkan data spasial berikut atribut-atributnya, dan (5)
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SIG sangat membantu pekerjaan-pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidang-

bidang spasial dan geo-informasi.

Menurut Herrmann dan Osinski (1999), Temesgen et al. (2001), Appleton

dan Lovet (2003), serta Wang et al. (2004), penggunaan GIS untuk melakukan

suatu pemodelan sangat diperlukan dalam memberikan arahan dalam penataan

suatu lahan. Selanjutnya Zain et al. (2006), menjelaskan bahwa simulasi GIS

cukup efektif dalam memprediksikan kemampuan suatu lahan terhadap kerusakan

dan konservasi air sehingga menghasilkan arahan yang sangat tepat dalam

penggelolaan lahan untuk masa yang akan datang.

Beberapa produk SIG yang sering digunakan untuk analisis spasial wilayah

adalah GIS Arc View, Arc GIS, R2V, Arc/info, ER Mapper, ERDAS, Spans GIS,

dan sebagainya. Arc View merupakan salah satu perangkat lunak desktop SIG dan

pemetaan yang telah dikembangan oleh ESRI, sehingga pengguna dapat memiliki

kemampuan-kemampuan untuk melakukan visualisasi, meng-explore, menjawab

query, menganalisis data secara geografis, dan sebagainya. Secara umum

kemampuan GIS Arc View adalah: (1) pertukaran data, membaca, dan menuliskan

data dalam format perangkat lunak GIS lainnya, (2) melakukan analisis statistik

dengan operasi-operasi matematis, (3) menampilkan informasi (basis data) spasial

maupun atribut, (4) menjawab query spasial maupun atribut, (5) melakukan

fungsi-fungsi dasar GIS, (6) membuat peta tematik, (7) meng-costumize aplikasi

dengan menggunakan bahasa skrip, (8) melakukan fungsi-fungsi GIS dengan

menggunakan extension yang ditujukan untuk mendukung penggunaan perangkat

lunak Arc View (West et al., 2000).
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Belitung dengan waktu

pelaksanaan penelitian adalah Bulan April-Agustus  2016.

B. Bahan dan Alat Penelitian

Bahan dan alat penelitian yang digunakan dalam penelitian berupa peta dan

citra serta peralatan untuk survei. Bahan dan alat penelitian dapat di lihat pada

Tabel 1.

Tabel 1.  Bahan dan Alat Penelitian
No Bahan dan Alat Kegunaan Sumber
A Peta dan Citra

1
Peta Administrasi
Lokasi Penelitian

Mengetahui Batas Administratif
Lokasi Penelitian

Bappeda Kab.
Belitung

2
Citra Landsat
7+ETM tahun 1995

Untuk melihat tutupan lahan di
lokasi penelitian tahun 1994 dan
pendugaan cadangan karbon

PPLH IPB
Bogor, Biotrop,
LAPAN

3
Citra Landsat
7+ETM tahun 2015

Untuk melihat tutupan lahan di
lokasi penelitian tahun 2006 dan
pendugaan cadangan karbon

PPLH IPB
Bogor, Biotrop,
LAPAN

7 Peralatan Survey
Pengambilan sampel tumbuhan
untuk menghitung cadangan
karbon

Laboratorium
Geografi Fisik
UNP

8
Kertas dan Alat
Tulis

Untuk Menyusun Angket
Penelitian dan Mencatat Data
Lapangan

15

Perangkat Keras dan
Lunak Komputer
serta  Software GIS
Arc View 3.3,
ERDAS 8.6, dan
SPSS 15

Untuk Analisis Data Penelitian
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C. Jenis dan Sumber Data

Data primer dan data sekunder penelitian tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Data dan Sumber Data Primer Penelitian

No Data Primer
Teknik Pengumpulan

Data
Sumber

1. Biomassa pohon Survei dan Analisis
Laboratorium

Lapang-Laboratorium

2. Diameter pohon Survei dan Analisis
Laboratorium

Lapang-Laboratorium

3. Berat jenis Survei dan Analisis
Laboratorium

Lapang-Laboratorium

4. Berat basah Survei dan Analisis
Laboratorium

Lapang-Laboratorium

5. Berat kering Survei dan Analisis
Laboratorium

Lapang-Laboratorium

No Data Sekunder
Skala/Path-

Row
Sumber

Tahu
n

1 Peta Administratif 1:50.000 Bappeda Kab. Belitung 2007
2 Citra Landsat 5+TM P 127 – R 61 PPLH IPB Bogor, Biotrop,

dan Lapan
1988

3. Citra Landsat
7+ETM

P 127 – R 61 PPLH IPB Bogor, Biotrop,
dan Lapan

1998

4. Citra Landsat
7+ETM

P 127 – R 61 PPLH IPB Bogor, Biotrop,
dan Lapan

2008

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Model Spasial dan Perubahan Tutupan Lahan menjadi lahan
Permukiman dan Pariwisata Pesisir

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian untuk

merumuskan dinamika perubahan tutupan lahan menjadi lahan permukiman (Zain,

2002), adalah:

1. Perumusan dinamika perubahan tutupan lahan menjadi lahan permukiman dan

pariwisata pesisir di lokasi penelitian
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a. Melakukan interpretasi Citra Landsat 7+ETM tahun 1995 dengan alat

analisis ERDAS 8.6.

b. Melakukan interpretasi Citra Landsat 7+ETM tahun 2015 dengan alat

analisis ERDAS 8.6

c. Klasifikasi tutupan lahan di analisis dengan teknik supervised

classification pada masing-masing citra, sehingga dirumuskan enam pola

tutupan lahan sementara, yaitu: (1) hutan, (2) kebun campuran, (3) semak,

(4) lahan terbuka, (5) sawah, dan (6) permukiman.

d. Melakukan survei lapang untuk mengkoreksi ketepatan dan keakuratan

hasil analisis citra dengan GPS, sehingga dihasilkan pola tutupan lahan

yang tepat dan akurat untuk dijadikan sebagai peta tutupan lahan lokasi

penelitian. Untuk mengeluarkan data atribut-nya di analisis melalui

toolsVector (raster to vector) dan di analisis lanjut dengan GIS Arc View

3.3.

e. Melakukan analisis perubahan luas lahan (ha) pada masing-masing tutupan

lahan tahun 1995 dan 2015, terutama perubahan tutupan lahan menjadi

lahan  permukiman pada setiap kecamatan dengan ERDAS 8.6., dengan

tools Interpreter (GIS Analysis-Matrix)

f. Perumusan peta administrasi  penelitian di analisis kembali dengan GIS

Arc View 3.3 untuk mengeluarkan data atribut-nya.

2. Perubahan Cadangan Karbon pada setiap Perubahan Tutupan Lahan
menjadi lahan Permukiman dan Pariwisata Pesisir
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a. Untuk menduga cadangan karbon pada masing-masing tutupan

lahan dilakukan dengan teknik survey secara sistematis.

b. Teknik pengambilan sampel adalah stratified purposive komposit

sampling, sebagai sratum adalah masing-masing tutupan lahan

dalam sistem plot: (1) pohon berdiameter > 30 cm di plot 20x100

m, (2) (2) pohon berdiameter 5-30 cm di plot 5x40 m, dan (3)

serasah dan tumbuhan bawah (rawa/sawah) di plot 5x5 m (Hairiah

dan Rahayu, (2007)

c. Sampel yang diambil adalah serasah dan pohon (batang, dahan,

ranting, dan daun) secara komposit.Pengukuran biomassa serasah

dan rawa/sawah dengan metode destruktif dan metode non

destruktif untuk analisis pohon tumbuhan.

d. Untuk mengambil sampel pada tutupan lahan tahun 1988 dan 1998

cukup diwakili pada saat pengambilan sampel saat ini.

3. Arahan  Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pesisir Berbasis Cadangan
Karbon

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan untuk merumuskan arahan

kebijakan penggunaan lahan berbasis cadangan karbon dilakukan melalui

observasi, dokumentasi, wawancara, dan diskusi pada responden yang telah

ditentukan. Data primer yang digunakan adalah data-data hasil penelitian yang

telah dilakukan. Merumuskan prioritas arahan kebijakan, teknik pengumpulan

data dilakukan melalui wawancara, diskusi, dan kuesioner dengan:

1. Masyarakat
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b. Kelompok pakar/ahli/LSM (Perguruan Tinggi, LSM Lingkungan)

c. Pemerintah kota (Dinas Tata Ruang, BAPEDA)

d. Dinas Pariwisata

e. Dinas Lingkungan Hidup

E. Teknik Analisis Data

1. Model Spasial dan Perubahan Tutupan Lahan menjadi lahan
Permukiman dan Pariwisata Pesisir

Teknik analisis data untuk mengetahui dinamika perubahan tutupan lahan

pada setiap kecamatan diperoleh dari perubahan tutupan lahan lokasi penelitian

yang dilakukan dengan:

a. Interpretasi  citra terhadap 2 peta tutupan lahan Citra Landsat 7+ETM tahun

1995 dan Citra Landsat 7+ETM tahun 2015 dengan ERDAS 8.6

b. Penghitungan luas perubahan tutupan lahan menjadi lahan permukiman dan

pariwisata pesisir tahun 1995-2015 dengan dengan ERDAS 8.6., dengan tools

dan Interpreter (GIS Analysis-Matrix)

2. Perubahan Cadangan Karbon pada setiap Perubahan Tutupan Lahan
menjadi lahan Permukiman dan Pariwisata Pesisir

a. Pendugaan biomassa pohon menggunakan persamaan allometrik (Kattering,

2001), yaitu :

BK=0,11ρD2.62

Ket: BK, biomassa  (kg)

D, diameter setinggi dada (cm)

ρ, Berat jenis kayu
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b. Untuk biomassa serasah dihitung berdasarkan total berat kering perkuadran

(hasil diperoleh dalam satuan gr/m2dan dikonversi ke satuan ton/ha), yaitu

dengan rumus:

Total BK (gr) = BK/BB x Total BB (gr)

Ket: BK,  berat kering

BB,  berat basah

c. Total cadangan karbon diperoleh dari biomassa total dikali 0,46 (konsentrasi

C dalam bahan organik  sekitar 46 %) (Hairiah dan Rahayu, 2007).

d. Untuk mengkonversikan cadangan karbon ke unit emisi CO2 dilakukan

dengan pengkalian cadangan karbon dengan -44/12, sedangkan untuk

konversi removal CO2 dilakukan dengan pengkalian cadangan karbon dengan

+44/12

e. Untuk melihat total cadangan karbon pada masing-masing tutupan lahan

dilakukan pengkalian cadangan karbon dengan luas area masing-masing

tutupan lahan

3. Arahan  Kebijakan Penggunaan Lahan Berbasis Cadangan Karbon

Perumusan arahan kebijakan penggunaan lahan berbasis cadangan karbon

dilakukan secara deskriptif berdasarkan hasil-hasil penelitian yang telah

dilakukan. Perumusan arahan kebijakan tergolong atas beberapa tahap, yaitu:

1. Menyusun alternatif arahan kebijakan, berdasarkan pengembangan lanjut data

primer dan sekunder penelitian, berupa uraian tentang hal-hal yang harus

dikembangkan menjadi prioritas kebijakan publik (Suharto, 2006; Indrawati,

2006; Nainggolan, 2006).
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2. Merumuskan prioritas arahan kebijakan (Eriyatno dan Sofyar, 2007;

Sadyohutomo, 2008).

3. Pemilihan prioritas arahan kebijakan dilakukan melalui penyeleksian alternatif

kebijakan untuk dijadikan sebagai prioritas arahan kebijakan pengembangan

permukiman pada kawasan rawan longsor di lokasi penelitian dilakukan

dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) (Eriyatno dan Sofyar,

2007; Sadyohutomo, 2008). Prioritas arahan kebijakan terurai strategi

implementasi serta implikasinya secara deskriptif berdasarkan pada teknik

FGD (Focus Group Discussion).

Tahap-tahap yang dilakukan dalam analisis AHP adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan hierarki, untuk menguraikan persoalan menjadi unsur-unsur

dalam wujud kriteria dan alternatif yang disusun dalam bentuk hierarki

b. Penyusunan kriteria, digunakan untuk membuat keputusan yang

dilengkapi dengan bentuk alternatif yang terkait masing-masing kriteria

tersebut untuk dipilih sebagai keputusan tercantum pada tingkatan paling

bawah

c. Penilaian kriteria dan alternatif, untuk melihat pengaruh strategis terhadap

pencapaian sasaran yang dinilai melalui perbandingan berpasangan. Nilai

dan definisi pendapat kualitatif berdasarkan skala perbandingan (Marimin,

2005)

d. Penentuan prioritas, menggunakan teknik perbandingan berpasangan

(pairwise comparisons) untuk setiap kriteria dan alternatif. Nilai-nilai

perbandingan relatif tersebut diolah dengan menggunakan manipulasi
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matriks atau melalui penyelesaian persamaan matematik untuk

menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif yang ada. Selanjutnya

dilakukan perhitungan untuk melihat konsistensi penilaian dengan

menggunakan penghitungan Inconsistency Ratio.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Model Spasial Perubahan Tutupan Lahan Pulau Belitung

Model spasial tutupan lahan Pulau Belitung tahun 1997 dan tahun 2015

yang diperoleh dari analisis Citra Landsat 5+TM tahun 1995 dan Citra Landsat

7+ETM tahun 2015, memberikan informasi tentang variasi tutupan lahan tahun

1997 dan tahun 2015 (Gambar 1). Tutupan lahan Pulau Belitung umumnya

didominasi oleh hutan, peladangan, permukiman, lahan tambang timah  aktif,

lahan bekas tambang timah, dan danau bekas tambang timah. Model spasial

tutupan lahan tahun 1997 dan tahun 2015 memberikan informasi spasial bahwa

telah terjadi perubahan pada setiap tutupan lahan di Pulau Belitung dalam periode

1995-2015 (20 tahun). Perubahan tutupan lahan hutan sangat dominan terjadi, hal

ini akibat terjadinya konversi besar-besaran hutan menjadi lahan tambang timah,

permukiman, dan peladangan (umumnya didominasi oleh sawit, kelapa, dan

kebun campuran) oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat selama 20 tahun

terakhir.
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Gambar 1. Model Spasial Perubahan Tutupan Lahan
di Pulau Belitung tahun 1995-2015 (20 tahun)

(Sumber: Analisis Citra Landsat 5+TM 1995 dan Citra Landsat 7+ETM 2015
dengan GIS ENVI 5.1 dan GIS ERDAS 9.1)

Pulau Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki luas

480.010.000 ha. Tahun 1995, tutupan lahan hutan memiliki luas 236.114,21 ha,

peladangan memiliki luas 110.090,02 ha, permukiman (25.430,11 ha), lahan

tambang aktif (5.111,24 ha), lahan bekas tambang (umumnya sudah ditumbuhi

oleh semak belukar rendah dan sedang) seluas 73.844,21 ha, dan danau bekas

tambang timah seluas 29.420,24 ha. Sedangkan tahun 2015 terjadi perubahan

yang sangat signifikan pada tutupan lahan hutan yang jauh berkurang dari luas

tahun 1995. Luas tutupan lahan hutan Pulau Belitung tahun 2015 adalah

50.154,67 ha, berkurang seluas 185.959,50 ha. Selain itu, lahan bekas tambang
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timah  juga berkurang seluas 4.863,16 ha dan danau bekas tambang timah juga

berkurang seluas 18.417,03 ha. Penambahan luas tutupan lahan terjadi pada

tutupan lahan peladangan, permukiman, dan tambang aktif. Luas tutupan lahan

peladangan pada tahun 2015 meningkat seluas 79.998,00 ha, permukiman

meningkat seluas 64.351,10 ha, dan lahan tambang timah aktif meningkat seluas

64.891,60 ha (Gambar 2).

Gambar 1. Perubahan Luas Tutupan Lahan di Pulau Belitung
tahun 1995-2015 (20 tahun)

(Sumber: Analisis Citra Landsat 5+TM 1995 dan Citra Landsat 7+ETM 2015
dengan GIS ENVI 5.1 dan GIS ERDAS 9.1)

Hutan merupakan cadangan karbon alami yang harus dilestarikan untuk

mendukung proses keberlanjutan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya

di bumi. Hutan berfungsi sebagai penyuplai O2 dan mengambil CO2 di atmosfer,

sehingga akan terjadi keseimbangan (Antrop, 2004 dan Berenguer et al., 2016).
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Perubahan tutupan lahan hutan menjadi tutupan lahan tambang timah aktif, lahan

bekas tambang timah, dan permukiman di Pulau Belitung dalam 20 tahun,

mengakibatkan terjadinya pengurangan luas hutan seluas 154.951,9 ha (Gambar

3).

Gambar 3. Perubahan Tutupan Lahan Hutan akibat
Aktifitas Tambang Timah dan Permukiman Periode 1995-2015

di Pulau Belitung
(Sumber: Analisis GIS ERDAS 9.1 tolls GIS-Analysis Matrix, 2016)

Perubahan tutupan lahan hutan di Pulau Belitung periode 1995-2015 (20

tahun) menjadi lahan tambang timah aktif adalah seluas 60.351, 7 ha (39%) dan

lahan bekas tambang seluas 33.109,4 ha (21%). Perubahan tutupan lahan hutan

untuk kegiatan penambangan timah di Pulau Belitung adalah seluas 94.061,1 ha

atau 60%, sehingga pengaruh penambangan timah dalam menggurangi tutupan

lahan hutan sangat dominan sekali. Sedangkan pengaruh permukiman hanya
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sekitar 40%  (61.490,8 ha) dalam mengurangi luas tutupan lahan hutan selama 20

tahun terakhir di Pulau Belitung.

5.2. Perubahan Cadangan Karbon dan Emisi CO2 akibat Perubahan
Tutupan Lahan di Pulau Belitung

Perubahan luas tutupan lahan di Pulau Belitung dalam waktu 20 tahun

(1995-2015) secara langsung ketersediaan cadangan karbon. Hasil penelitian

menunjukan bahwa pada tutupan lahan hutan, ketersediaan cadangan karbon

adalah 1.168,09 ton/ha dan ketersediaan cadangan karbon pada lahan peladangan

adalah 276,87 ton/ha, sedangkan pada lahan bekas tambang timah yang umumnya

sudah ditumbuhi oleh vegetasi semak belukar memiliki ketersediaan cadangan

karbon sebesar 209,12 ton/ha (Tabel 1).

Gambar 3. Pengambilan Sampel pada Lahan Semak Bekas Tambang di
Pulau Belitung
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Tabel 1. Biomassa dan Cadangan Karbon pada setiap Tutupan Lahan di
Pulau Belitung  Tahun 2015

Land Cover
Jumlah
Pohon/

ha

Biomassa Pohon
Biomassa
Serasah

Biomassa
Total

(ton/ha)

Cadangan
Karbon

(ton/ha)
(kg/m2) (ton/ha) (kg/m2) (ton/ha)

Forest 302 242,72 2427,20 11,21 112,10 2.539,30 1.168,09
Cultivation 221 49,85 498,50 10,34 103,40 601,90 276,87
Settlement 0 0 0 0 0 0 0
Tin Mining Areas Active 0 0 0 0 0 0 0
Tin Mined Land 7 3,90 39,00 41,56 415,60 454,60 209,12
Lakes Former Tin Mine 0 0 0 0 0 0

Sumber: Analisis Data Penelitian (2016)

Tahun 2015, Pulau Belitung memiliki cadangan karbon sebesar

125.640.153,0 ton, jauh menurun (kalau dibandingkan dengan perkiraan cadangan

karbon pada tahun 1995), yaitu sebesar 321.725.572,6 ton. Penurunan cadangan

karbon terjadi pada tutupan lahan hutan sebesar 217.217.478,6 ton dan pada lahan

bekas tambang sebesar 1.016.984 ton. Sedangkan pada lahan peladangan terjadi

peningkatan cadangan karbon sebesar 22.146.044,6 ton (Tabel 2).

Gambar 4. Pengambilan Sampel pada Lahan Hutan dan Hutan Bakau di
Pulau Belitung
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Tabel 2. Total Cadangan Karbon Tahun 2015 dan Perkiraan Total
Cadangan Karbon Tahun 1995 pada setiap Tutupan Lahan di
Pulau Belitung

Land Cover

Tahun 2015 Tahun 1995
Karbon

(ton/ha)
Luas (ha) Cadangan

Karbon (ton)

Luas

(ha)

Perkiraan
Cadangan

Karbon (ton)
Forest 1.168,09 50.154,67 58.585.168,5 236.114,21 275.802.647,6
Cultivation 276,87 190.088,01 52.629.667,3 110.090,02 30.480.623,8
Settlement 0 89.781,22 0 25.430,11 0
Tin Mining Areas Active 0 70.001,88 0 5.111,24 0
Tin Mined Land 209,12 68.981,05 14.425.317,2 73.844,21 15.442.301,2
Lakes Former Tin Mine 0 11.003,21 0 29.420,24 0
Total 480.010.000 125.640.153,0 480.010.000 321.725.572,6

Sumber: Analisis Data Penelitian (2016)

Hasil analisis keterkaitan antara cadangan karbon dengan potensi emisi

CO2 tahun 2015 di Pulau Belitung, bahwa Pulau Belitung tahun 2015 mempunyai

potensi emisi CO2 sebesar 460.680.563,1 ton, dimana potensi emisi CO2 pada

tutupan lahan hutan sebesar 214.812.287,7 ton, pada tutupan lahan peladangan

sebesar 192.975.447,8 ton, dan pada tutupan lahan bekas tambang potensi emisi

CO2 sebesar 52.892.830,6 ton (Tabel 3).

Tabel 3. Potensi Emisi CO2 di Pulau Belitung Tahun 2015

Land Cover
Total Cadangan

Karbon (ha)
Potensi Removal

Karbon
Potensi Emisi CO2

(ton)
Forest 58.585.168,5 214.812.284,7 214.812.284,7
Cultivation 52.629.667,3 192.975.447,8 192.975.447,8
Settlement 0 0 0
Tin Mining Areas Active 0 0 0
Tin Mined Land 14.425.317,2 52.892.830,6 52.892.830,6
Lakes Former Tin Mine 0 0 0
Total 460.680.563,1
Sumber: Analisis Data Penelitian (2016)

Tahun 1995, besaran potensi emisi CO2 di Pulau Belitung diperkirakan

sebesar 1.179.660.434,2 ton. Pada tutupan lahan hutan, potensi emisi CO2

diperkirakan  sebesar 1.011.276.375,8 ton dan pada tutupan lahan peladangan,

potensi emisi CO2 diperkirakan sebesar 111.762.287,7 ton, sedangkan pada
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tutupan lahan bekas tambang, potensi emisi CO2 diperkirakan sebesar

56.621.771,8 ton (Tabel 4).

Gambar 5. Pengeringan Sampel Pohon, Cabang, Ranting, Daun, dan Serasah

Tabel 4. Perkiraan Potensi Emisi CO2 di Pulau Belitung Tahun 1995

Land Cover

Perkiraan Tahun 1997
Total

Cadangan
Karbon (ton)

Potensi Removal
Karbon

Potensi Emisi CO2

(ton)

Forest 275.802.647,6 1.011.276.375,8 1.011.276.375,8
Cultivation 30.480.623,8 111.762.287,7 111.762.287,7
Settlement 0 0 0
Tin Mining Areas Active 0 0 0
Tin Mined Land 15.442.301,2 56.621.771,8 56.621.771,8
Lakes Former Tin Mine 0 0 0
Total 1.179.660.434,2
Sumber: Analisis Data Penelitian (2016)

Perubahan tutupan lahan di Pulau Belitung pada periode tahun 1995-

2015 (20 tahun) menghasilkan emisi CO2 sebesar 800.193.032,6 ton ke atmosfer.
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Menurut Hermon (2012a), Hermon (2014c), dan Hermon (2014d), bahwa dengan

terjadinya emisi CO2 maka akan menimbulkan suatu gejala perubahan cuaca

ekstrim, dimana pada siang dan malam hari temperatur meningkat dari biasanya,

sehinga bisa memicu terjadinya bencana kekeringan dan kebakaran. Selain itu,

emisi CO2 juga mengakibatkan terjadinya curah hujan ekstrim yang dapat

menimbulkan bencana banjir dan longsor.

Tabel 5. Emisi CO2 di Pulau Belitung Periode Tahun 1995-2015
Land Cover Potensi Emisi CO2

tahun 1997
Potensi Emisi CO2

tahun 2015
Total Emisi CO2

(ton)
Forest 1.011.276.375,8 214.812.284,7 796.464.091,1
Cultivation 111.762.287,7 192.975.447,8 - 81.213.160,1*
Settlement 0 0 0
Tin Mining Areas Active 0 0 0
Tin Mined Land 56.621.771,8 52.892.830,6 3.728.941,2
Lakes Former Tin Mine 0 0 0
Total 800.193.032,6
Sumber: Analisis Data Penelitian (2016)
Ket: * Penurunan Emisi

Emisi CO2 paling besar terjadi akibat berkurangnya luas tutupan lahan

hutan di Pulau Belitung akibat aktivitas penambangan timah dan permukiman.

Total emisi CO2 akibat hilangnya lahan hutan di Pulau Belitung pada periode

tahun 1995-2015 adalah sebesar 796.464.091,1 ton, sedangkan total emisi yang

terjadi pada bekas lahan tambang yang sudah ditumbuhi vegetasi semak belukar

dan di fungsikan kembali menjadi lahan tambang aktif dan permukiman adalah

sebesar 3.728.941,2 ton.
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Gambar 6. Total Emisi CO2 akibat Perubahan Tutupan Lahan Hutan
menjadi Tambang Timah dan Permukiman Periode 1995-2015
di Pulau Belitung (Sumber: Analisis Data Penelitian, 2016)
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1995. Perubahan tutupan lahan hutan menjadi lahan penambangan timah aktif

menghasilkan emisi CO2 sebesar 258.486.129,7 ton, sedangkan perubahan tutupan

lahan hutan menjadi lahan bekas tambang timah menghasilkan emisi CO2 sebesar

141.807.449,7 ton. Selain itu, perubahan tutupan lahan hutan menjadi lahan

permukiman di Belitung menghasilkan emisi CO2 sebesar 263.364.891,6 ton.

Total emisi CO2 akibat perubahan tutupan lahan hutan menjadi lahan tambang

timah aktif, lahan bekas tambang timah, dan permukiman adalah sebesar

663.658.471,8 ton. Menurut Frackowiak and Beguin (2001) dan Sun et al.,
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memiliki konsekuensi serius bagi manusia dan lingkungan. Emisi CO2 dapat

mengakibatkan meningkatnya suhu global dengan terperangkapnya energi

matahari di atmosfer, sehingga dapat mempengaruhi cadangan air dan perubahan

pola cuaca, perubahan musim tanam untuk tanaman pangan serta mengancam

masyarakat pesisir dengan meningkatnya permukaan air laut.

5.3. Arahan kebijakan pengembangan pariwisata pesisir berbasis cadangan
karbon di Pulau Belitung

Gambar 7. Wawancara Mendalam Analisis Kebijakan

1) Menghentikan penambangan timah yang konvensional

 Mempertegas undang-undang regulasi perda

 Pembinaan kepada masyarakat

 Mengalihkan mata pencarian masyarakat

 Pemerintah menyiapkan lapangan kerja yang baru

 Melakukan study research pada lahan bekas tambang untuk

mengetahui kelayakan dan kesesuaian lahan tanaman yang cocok

untuk produktivitas

 Pemberian modal kepada masyarakat penambang konvensional

untuk membuka usaha baru
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 Mengadakan pelatihan kreativitas kepada masyarakat

2) Menyusun zona dan zonasi dalam pembentukan lahan berbasis cadangan

karbon untuk pengembangan ekowisata pesisir

 Perencanaan tata ruang terhadap provinsi dan kabupaten

 Pembebasan kawasan lahan pertambangan ilegal untuk dialih

fungsikan

 Izin pembukaan lahan pembangunan

 Konservasi lahan rusak

 Memberikan kejelasan tentang perancangan RTRW atau

menerjemahkan undang-undang lebih detail tentang penataan ruang

hijau

 Penetapan regulasi berdasarkan akedemik

3) Pengoptimalisasikan reklamasi lahan tambang menjadi lahan hutan

 Membuat kawasan piloting

 Budidaya tanaman yang cocok dan tepat

 Kajian pemanfaatan sumber daya alam

 Studi kelayakan kesesuaian lahan untuk alih fungsi yang tidak

memicu pemanasan global

.4)  Melakukan pemberdayaan masyarakat pesisir

 Perubahaan pola pekerjaan

 Memberikan pelatihan kepada masyarakat

 Memberikan keterampilan kepada masyarakat
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 Pembentukan kelembagaan dan penguatan pengelolaan masyarakat

lokal serta kelembagaan pengendalian bisnis

 Menjalankan kontrol pelaksanaan undang-undang yang lebih tegas

5) Restorasi lahan mangrove

 Penggunaan kearifan lokal

 Membentuk zona pembudayaan

 Himbauan serta peringatan kepada masyarakat untuk tidak mem asuki

zona yang telah dibatasi oleh pemerintah

 Perlunya pos polisi pengamatan

 Memprioritaskan penanaman mangrove kembali
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BAB V
KESIMPULAN

Perubahan tutupan lahan yang terjadi di Pulau Belitung pada periode

tahun 1995-2015 secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan cadangan

karbon dan emisi CO2 ke atmosfer. Perubahan tutupan lahan hutan sangat

signifikan terjadi dalam rentang 20 tahun terakhir, baik berubah fungsi menjadi

lahan tambang aktif, lahan bekas tambang yang sudah ditumbuhi oleh vegetasi

semak belukar, peladangan yang didominasi oleh sawit, dan permukiman.

Sumbangan emisi CO2 yang paling besar dalam 20 tahun terakhir ini di Pulau

Belitung juga akibat perubahan tutupan lahan yang berubah fungsi menjadi lahan

tambang aktif, lahan bekas tambang, dan permukiman. Akibat yang pasti muncul

karena emisi CO2 tersebut adalah hilangnya keseimbangan lingkungan dalam

mendukung proses kehidupan diatasnya.
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14 2014 Workshop Peningkatan Kemampuan
Dosen dalam Penulisan Jurnal
Internasional Bereputasi

Padang

15 2014 Pemateri dalam Seminar Nasional
Kebencanaan (Seminar Study and
Research of Geography ke-1)

Padang

16 2015 Workshop Rekonstruksi Penulisan
Bahan Ajar/Buku teks/Modul

Padang

17 2015 Lokakarya Rekonstruksi Penulisan
Bahan Ajar/Buku teks/Modul

Padang

18 2015 Pemateri dalam Seminar Nasional
Geografi (Seminar Study and Research
of Geography ke-2)

Padang

19 2015 Peserta Seminar Nasional Sosiologi:
Internalisasi Nilai-Nilai Karakter
melalui Pembelajaran Sosiologi untuk
Membentuk Kepribadian Peserta Didik

Padang

Padang, 3 Desember 2016
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